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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Tanda tangan elektronik bisa diakui sah dan berkekuatan hukum setara dengan tanda 

tangan basah sepanjang memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi 

Elektronik dan juga sudah dinyatakan tersertifikasi. Syarat tersertifikasi meliputi 

penggunaan sertifikat elektronik dari Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) yang diakui 

pemerintah, verifikasi identitas penanda tangan, penguasaan kunci privat secara 

eksklusif, penerapan sistem keamanan berbasis kriptografi, serta jaminan keaslian dan 

integritas dokumen, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dalam 

kontrak bisnis elektronik, namun dalam praktik masih terjadi ketidakpastian akibat 

keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi hukum digital, serta disharmoni regulasi, 

khususnya terkait akta otentik oleh notaris. 

2. Risiko, tantangan, dan kendala yang timbul dalam penggunaan tanda tangan 

elektronik pada kontrak bisnis secara elektronik seperti kesulitan membuktikan 

identitas penanda tangan, keraguan atas keaslian dan integritas dokumen, hingga 
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kemungkinan kontrak dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat perjanjian 

menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Kedudukannya yang lebih lemah di pengadilan 

juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi bagi para pihak 

yang terlibat. Tantangan implementasi perlu diatasi dengan harmonisasi regulasi, 

sosialisasi, dan penguatan sistem sertifikasi elektronik agar penggunaannya lebih 

efektif dan memberikan perlindungan hukum optimal. Penggunaan tanda tangan 

elektronik dalam kontrak bisnis secara elektronik masih terkendala oleh rendahnya 

literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kekhawatiran terhadap 

keamanan data dan potensi pemalsuan identitas. Selain itu, masih ada keraguan aparat 

penegak hukum dalam pembuktiannya di pengadilan, kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah, dan tingginya biaya sertifikasi yang membebani pelaku usaha, khususnya 

UMKM. 

 

B. Saran 

1.Diperlukan penguatan infrastruktur hukum dan teknis, termasuk dukungan terhadap 

penyelenggara sertifikasi elektronik yang memenuhi standar keamanan tinggi, agar 

kepercayaan publik terhadap sistem dapat terus ditingkatkan. 

2.Perlu adanya pengembangan dan harmonisasi, agar pelaksanaan tanda tangan elektronik 

dalam praktik kontrak bisnis dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan terintegrasi 

dengan sistem hukum nasional, internasional serta perkembangan teknologi informasi. 
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